5.1

5.2

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis menarik

kesimpulan bahwa:

5.11

Apakah bentuk Testamen yang dibuat secara lisan dalam

keadaan darurat dapat menyimpang dari KUHPerdata?

5.1.2

Saran

Wasiat yang dibuat secara lisan dapat disimpangi dari
KUHPerdata. Dalam staatblad 1947-75 memuat suatu ordonnantie
(undang-undang) yang disebut secara singkat dinamakan
“Ordonnantie Noodtestamenten” artinya; peraturan tentang hibah
wasiat dalam keadaan luar biasa.®® Dalam keadaan Luar Biasa di
Indonesia sejak tanggal 8 Desember 1941 sebagai akibat dari
perang antara Hinda-Belanda dan Jepang, maka dianggap tidak
mustahil bahwa pada masa sejak tanggal tersebut di Indonesia
sering dibuat testament secara meniympang dari peraturan dalam
BW.

Siapakah yang berhak pihak gereja atau keluarganya untuk
menjadi wali anak tersebut?

Adanya pasal 365 KUHPerdata jo pasal 51 ayat 1 UU No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan tersebut, yang akan menjadi wali dari
anak yang ditinggalkan dalam wasiat Lisan tersebut adalah pihak
Gereja. Oleh karena itu ketentuan diatas menjadi dasar kekuatan

hukum bagi Pihak Gereja.

% Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1995, him 97.

%1 |bid.
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1. Pembentuk Undang-Undang dapat memperluas pengertian ‘“keadaan
darurat”, tidak hanya terbatas pada ketentuan pasal 946,947 dan pasal
948, tetapi ada ketentuan lain yang mengatur tentang “Dalam Keadaan
Darurat lainnya”, agar supaya dapat menyelesaikan kasus seperti yang
sedang ditelitit oleh pebulis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sebelum ketentuan tersebut terbentuk, maka para Hakim dapat
mempergunakan “Ordonnantie Noodtestamenten”

3. Adapaun saran ini di berikan atas dasar pertimbangan yaitu :

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Aturan Peralihan
Amandemen ke 4 menyatakan bahwa;

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar

ini”.
b. Menurut pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa; orang dapat menyatakan
kehendaknya yang terakhir dengan lisan. Dalam masyarakat yang

bersahaja, hal ini dilakukan dihadapan rapat rakyat.
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